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BAB III 

KAJIAN TEORITIS  

 

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-

ba‟i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. 

Wahbah al-Zuahili mengartikannya secara bahasa dengan 

“menukar” sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata al-ba‟i dalam 

bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, 

yaitu kata al-syira‟ (beli). Dengan demikian, kata al-ba‟i berarti 

jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. 

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli 

yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan 

tujuan masing-masing definis sama. Sayyid Sabiq, mendefiniskan 

jualbeliadalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling 

merelakan”. Atau“memindahkan milik dengan ganti yang dapat 

dibenarkan”. 

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, 

“dengan” “ganti” dan dapat dibenarkan” (al-ma‟dzun fih). Yang 
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dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki 

dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak 

agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik yang dimaksud 

dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah 

(pemberian),sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (al-

ma‟dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang 

terlarang.26
 

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang 

dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, jaul beli adalah Saling tukar 

harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar menukar 

sesuatu yang diingikan dengan yang sepadan melalui cara tertentu 

yang bermanfaat”. 

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang 

khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata 

tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui 

saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di 

samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi 

manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak 
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 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenadamedia, 

2018), Cet. 5, h.3. 
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termasuk sesuatu yang muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti 

tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya 

tidak sah. 

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah 

seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-

Zuhaili, jual beli adalah : 

“Saling menukar harta denganharta dalam bentuk 

permindahan milik dan pemilikan”. 

Dalam definisi ditekankan kata “milik dan pemilikan”, 

karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus 

dimiliki seperti sewa-menyewa (al-ijarah).
27

 

Adapun jualbeli menurut para ulama berbeda pendapat 

dalam mendefinisikannya, antara lain : 

a. Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah : 

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara 

khusus (yang dibolehkan)”. 

b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu‟ jual beli adalah : 

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan” 
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 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat…, h.4. 
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c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni, jual beli 

adalah: 

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan 

milik”.
28

 

Jual beli (menurut BW) adalah suatu perjanjian dengan 

mana pihak  yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga 

yang telah dijanjikan.
29

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli telah disyariatkan oleh Al-qur‟an, danSunnah. 

Dari segi aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual 

beli yang dilarang oleh syara‟, terdapat ayat al-qur‟an dan hadist 

tentang jual beli,
30

 diantaranya adalah : 

a. Al-Qur’an 

Qs.Al-Baqarah ayat 275  :  

                

                     

                                                             
28

 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 

Cet. 2, h. 73 
29

 R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

(Balai Pustaka, 2016) h. 364. 
30

 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah…, h. 75. 
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                         

                       

                

 “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdirimelainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan  lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat),  sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

Padahal Allah telah  menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang  yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari 

mengambil riba, Maka baginya apa yang telah  diambilnya 

dahulu sebelum datang larangan dan urusannya  (terserah) 

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal  di 

dalamnya. (Q.S. al-Baqarah/2:275).
31

 

 

Allah telah menghalalkan jual beli, karena pada jual 

beli itu ada pertukaran dan pergantian dan ada barang yang 

mungkin bertambah harganya dimasa yang akan datang. 

Tambahan harga itu adalah imbangan manfaat yang kita 

peroleh dari harga barang tersebut. 

Dan Tuhan mengharamkan riba, karena tak ada 

pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena 

imbangan, hanya semata-mata karena penundaan waktu, dalam 

                                                             
31

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan terjemah, (PT. 

Sinergi Pustaka Indonesia), Cet. 1, h. 58. 
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berjual beli ada hal-hal yang menghendaki lainnya, sedang 

dalam riba terdapat mafsadat yang menghendaki haramnya. 

Dalam penjualan selamanya diperhatikan kepentingan 

pembelian yang mengambil manfaat dari pembeliannya. 

Seseorang yang membeli segantang padi umpannya, maka ia 

membelinya untuk dimakan atau untuk bibit ataupun untuk 

dijualnya kembali, dan harga yang dibelikan kepada penjual 

itu, adalah imbangan barang yang dibeli yang disenangi oleh 

kedua belah pihak. 

Adapun riba, maka dia berarti memberi uang ataupun 

barang-barang dan membeli kembali pada waktu yang 

ditentukan dengan berlipat ganda. Makatambahan dari pokok 

yang diambil dari yang berhutang, tak ada imbangnya, baik 

berupa benda, maupun berupa usaha. Tiada pula diambil 

dengan dasar keridhoan si pembayar. Dan makin bertambah 

lama waktunya, makin banyak pula pembayaran nanti.Karena 

itu, mengambil tambahan yang tidak diridhoi itu, adalah riba. 

Allah telah menghalalkan jual beli, karena pada jual 

beli itu ada pertukaran dan pergantian dana barang yang 

mungkin bertambah harganya dimasa yang akan datang. 
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Tambahan harga itu adalah imbangan manfaat yang kita 

peroleh dari harga barang tersebut. 

Dan Tuhan mengharamkan riba, karena tak ada 

pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena 

imbangan, hanya semata-mata karena penundaan waktu, dalam 

berjualbeli ada hal-hal yang mnghendaki lainnya, sedang 

dalam riba terdapat mafsadat yang menghendaki haramnya. 

Dalam penjualan selamanya diperhatikan kepentingan 

pembelian yang mengambil manfaat dari pembeliannya. 

Seseorang yang membeli segantang padi umpannya, maka ia 

membelinya untuk dimakan atau untuk bibit ataupun untuk 

dijualnya kembali, dan harga yang dibelikan kepada penjual 

itu, adalah imbangan barang yang dibeli yang disenangi oleh 

kedua belah pihak. 

Adapun riba, maka dia berarti member uang ataupun 

barang-barang dan membeli kembali pada waktu yang 

ditentukan dengan berlipat ganda. Maka tambahan dari pokok 

yang diambil dari yang berhutang, tak ada imbangnya, 

baikberupabenda, maupun berupa usaha. Tiada pula diambil 

dengan dasar keridhoan sipembayar. Dan makin bertambah 
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lama waktunya, makinbanyak pula pembayarannanti. 

Karenaitu, mengambil tambahan yang tidak diridhoi itu, 

adalah riba.
32

 

b. Hadist 

Dasar hukum jual beli dalam sunnah rasulullah SAW.  

أنََّ رَسُوْ لَ اللّوِ صَلَى اللّوُ عَلَيْوِ وَألَوِِ وَسَلَّمَ سُنِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ 
رُوْرٌ. )رواه البزاّر و  أطَِيْبِ؟ قَلَ: عَمَلُ رَجُلِ بيَِدِهِ وكَُلُّ بَ يْعِ مَب ْ

 صححو الحاكم(
NAbi Shalallahualaihi Wassalam ditanya : “pekerjaan apakah 

yang terbaik?” beliau menjawab: 

 

“Pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan 

tangannya sendiri  dan semua jual beli yang bersih.” (H.R Al-

Bazaar dan disahihkan oleh Al-Hakim).
33

 

Hadist nabi diatas menyatakan usaha yang terbaik 

manusia adalah usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri 

menunjukan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu 

yang baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta 

                                                             
32

 Ru‟fah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 

Cet. 1, h. 61. 
33

 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram Min Adillatil 

Ahkaam, Penterjemah : Moh. Ismail, (Surabaya : Putra Alma‟arif, 1992),Cet. 1, h. 

401. 
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masyarakat pada umumnya. Jadi jika dalam mencari uang 

tidak dibarengi dengan kerja keras serta resiko seperti hanya 

duduk didepan komputer serta bermain game untuk 

mendapatkan penghasilan adalah kegiatan sia-sia yang 

membuang waktu dan keempatan.  

c. Kaidah Fikih 

يِهَاميَدُلَّ دَليِْلُ عَلَئ تََْرِ الَأصْلُ فِ الُمعَامَلَةِ الِإباَحَةُ إِلأَّ أنَْ   
“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” 

 

 الَأصْلُ فِ العُقُودْ رضَِاالُمتَ عَاقِدَينِ 
“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak” 

 

العَادَاتِ العَفْوُفَلَايََْظرمِنْوُ إِلآّ مَا حَرَّمَ اللُّوالَأصْلُ فِ   
“Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada 

yang di haramkan kecuali apa yang diharamkan Allah 

SWT”
34

 

 

Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum 

muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang 

mengharamkannya. 
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 A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta : Prenadamedia Group, 

2009), Cet. 1, h.130. 
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3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

a. Rukun Jual Beli 

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. 

Menurut Hanafiyah, jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan 

membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjua dari penjual) 

atau sesuatu yang menunjukan kepada ijab dan qabul. Menurut 

mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan 

kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan 

tetapi , karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit 

diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang 

menunjukan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang 

menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi jual beli , boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau 

cara saling memberikan barang dan harga barang (ta‟athi). 

Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu  

1) „aqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli); 

2) ma‟qud „alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar 

pengganti barang); 
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3) sighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi‟iyah juga berpndapat 

sama Malikiyah di atas. Sementara Ulama Hanabilah 

berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.
35

 

Dari penjelasan di atas, nampak jelas para ulama sepakat 

bahwa sighat (ijab dan qabul) termasuk ke dalam rukun jual 

beli.Hal ini karena sighat termasuk ke dalam hakikat atau esensi 

jual beli.Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada 

„aqidain (penjual dan pembeli) dan ma‟qud „alaih (barang yang 

dibeli dan nilai tukar pengganti barang).Tetapi perbedaan tersebut 

hanya bersifat lafzhi.Ulama yang tidak menjadikan „aqidain 

sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli 

sebagaimana yang dikemukakan ulama hanafiyah dan Hanabilah. 

Begitu juga sebaliknya , ulama yang menjadikan „aqidain sebagai 

rukun, maka tidak disebutkannyadalam syarat jual beli 

sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafi‟iyah. 

Shighat, „aqidain , dan ma‟qud „alaih lebih tepat disebut 

rukun dalam jual beli seperti yang dikemukakan oleh ulama 

Malikiyah dan Syafi‟iyah. Karena ketigganya merupakan unsur 

pokok dalam jual beli yang tidak akan terlaksana. Walaupun 

dalam situasi tertentu bisa saja. Misalnya, ma‟qud „alaih tidak ada 
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 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli…, h.17. 



50 

 

di tempat, tetapi hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada, 

melainkan belum ada, seperti dalam akad jual beli salam 

(pesanan). 

Menurut para ulama sebagaimana akan dibahas di depan 

syarat maq‟ud „alaih itu harus ada di tempat dan bisa 

diserahterimakan ketika akad berlangsung namun dalam akad jual 

beli salam tidak demikian. Oleh karena itu, para ulama 

memandang bahwa hukum kebolehan akad jual beli salam ini 

berdasarkan istishan (sesuatu yang di anggap baik oleh 

masyarakat dan lazim dilakukan).
36

 

 

b. Syarat Jual Beli 

Di bawah ini merupakan beberapa hal yang berkaitan 

dengan syarat jual beli menutut para Ulama. 

1) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad 

(„aqidain, yaitu penjual dan pembeli) 

a. Mumayyiz, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya 

orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak 

kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana 
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 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2015), Cet. 8, h. 18. 
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pendapat jumhur Ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan 

bakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan balig. 

b. Tidak terlarang membelajakan harta, baik terlarang itu hak 

dirinya atas yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan 

akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi‟iyah. 

Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika 

terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, 

maka tidak sah akadnya. 

c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. 

Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan 

salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka 

akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur 

ulama, sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika 

dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak 

diizinkan, maka tidak sah akadnya. 

2) Syarat yang berhubungan dengan ma‟qud „alaihatautsaman 

dan mutsman (nilai tukar pengganti barang dan barang yang 

diperjualbelikan).
37
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 Abdullah bin MuhammadAth-Thayyar,dkk, Ensiklopedia Fiqh 

Muamalah dalamPandangan4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 

Cet. 1, h. 3. 
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Dibawah ini dikemukakan syarat-syarat yang berkaitan 

dengan ma‟qud „alaih menurut para ulama. 

 

c. Hanafiyah 

Ulama Hanafiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan 

dengan ma‟qud „alaih sebagai berikut : 

1) Syarat yang berhubungan dengan kokohnya akad ada empat 

macam 

a) Harta yang menjadi objek akad ada ketika berlangsungnya 

akad. 

b) Harta tersebut bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan. 

c) Harta tersebut mempunyai nilai. 

d) Harta tersebut terpelihara ditangan pemiliknya. 

2) Syarat yang berkaitan dengan sahnya akadnya ada empat 

macam 

a) Ma‟qud „alaih tersebut diketahui  oleh penjual dan 

pembeli seperti sifat dan jenisnya barang tersebut 

b) Ma‟qud „alaih tersebut bisa diserahkan ketika terjadinya 

akad. Maka tidak sah menjual ikan yang masih ada 

dikolam, burung yang ada diudara dan yang lainnya, 

karena hal tersebut mengandung unsur penipuan (dua 
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syarat diatas berlaku secara umum dalam setiap akad jual 

beli). 

c) Harga yang diperjualkan milik penuh penjual atau 

seseorang yang diberi kuasa menjualnya seperti wakil dan 

walinya. Syarat dan lain-lain, serta barang yang bergerak 

seperti rumah, tanah, dan lain-lain, serta barang yang 

bergerak seperti mobil, mobil, dan lain-lain. 

d) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diserahterimakan 

dan sama jenisnya jika harta tersebut bisa ditakar dan 

ditimbang. Hal ini khususnya bagi harta ribawi.
38

 

3) Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad ada satu, 

yaitu harta yang diperjualbelikan tidak berhubungan dengan 

hak orang lain (kepunyaan orang lain).
39

Apabila berhubungan 

dengan orang lain, maka harus ada izin darinya. 

 

d. Malikiyyah  

Malikiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan 

ma‟qud „alaih kepada lima macam, yakni sebagai berikut : 
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1) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci. Maka tidak sah 

menjualbelikan khamr (arak), darah, bangkai, babi dan 

berhala. 

2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya 

secara mutlak. Maka tidak sah menjual sesuai yang tidak ada 

manfaatnya seperti nyamuk, ular, tikus dan yang 

seumpamanya 

3) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama. 

4) Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya 

akad 

5) Harta yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui) 

 

e. Syafi’iyah  

Syafi‟iyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan 

ma‟qud „alaih kepada empat macam, yakni sebagai berikut. 

1) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci. 

2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan. 

3) Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui) 

4) Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.
40
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f. Hanabilah 

Hanabilah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan 

ma‟qud „alaih kepada tujuh macam, yaitu sebgai berikut : 

1) Sama-sama ridha baik penjual maupun pembeli. 

2) Aqidain (penjual dan pembeli) adalah termasuk orang yang 

dieprbolejkan membelanjakan harta. 

3) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh Agama. 

4) Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain. 

5) Harta yang diperjualkan bisa diserahkan ketika terjadinya 

akad. 

6) Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui). 

7) Harganya sudah diketahui oleh kedua belah pihak (penjual 

dan pembeli). 

 

g. Zhahiriyah 

Zhahiriyah tidak menyebutkakn syarat-syarat jual beli 

pada tempat yang khusus.Hanya saja mereka menyebutkannya 

secara terpisah. Mereka sepakat dengan pendapat Syafi‟iyah dan 

Hanibilah dalam empat hal berikut ini : 

1) Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh 

agama. 
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2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual 

dan pembeli. 

3) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh Agama. 

4) Harta yang diperjualbelikan itu miliknya sendiri. 

Berdasarkan pendapat ulama tentang syarat-syarat yang 

berkaitan dengan ma‟qud „alaih sebagaimana disebut diatas, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Para ulama semua menyepekati tiga syarat berikut ini. 

1) Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh 

agama. 

2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual 

dan pembeli. 

3) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama. 

Hanafiyah mensyaratkan keberadaan mak‟ud „alaih dapat 

diketahui dan ulama lainnya tidak mensyaratkannya. 

Jumhur ulama mensyaratkan keberadaan mak‟qud „alaih 

bisa diserahkan ketika terjadinya akad, sedangkan Zhahiriyah 

tidak mensyaratkannya. 
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Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan keberadaan 

ma‟qud „alaih milik sendiri sebagai syarat kesempurnaan akad. 

Sedangkan ulama lainnya mengatakan termasuk syarat sahnya. 

Jumhur ulama  berpendapat bahwa syarat-syarat yang 

berhubungan dengan ma‟qud „alaih semuanya mempunyai nilai 

yang sederajat. Tidak adanya syarat tersebut menjadikan akad 

tersebut batal. Sedangkan Hanafiyah membagi syarat yang 

berhubungan dengan ma‟qud „alaih tersebut kepada dua macam, 

yakni sebagai berikut.
41

 

1) Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad. 

Keberadaan syarat ini menyebabkan akad dipandang sah, dan 

jika tidak ada, maka dipandang batal. 

2) Syarat yang berhubungan dengan sahnya akad. Ketiadaan 

syarat ini menyebabkan akad dipandang rusak (fasad). 

3. Syarat yang berkaitan dengan Sighat (ijab dan qabul) 

 Istilah (ijab) diambil dari kata (al-wujub), maknanya berarti 

(al-tsubut) atau (al-luzum). Keduanya memiliki makna yang 

sama, yaitu “tetap”  

Defnis ijab menurut para fuqaha (ulama ahli fiqh) adalah 

“suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua 
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belah pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukan 

keridhaannya, baik dari pihak penjual atau pembeli”. Sedangkan 

istilah (qabul) makna asalnya adalah (al-tashdiq) yang bermakna 

pembenaran, dan (al-muwafaqat) yang bermakna saling 

menyetujui , seperti ungkapan. 

Saya telah menyetujui kesaksian orang adil atau 

perkataanya apabila telah dibenarkan oleh pendengar dan 

disetujuinya. 

Istilah tersebut bersandar pada firman Allah berikut: 

…             

…Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari 

orang-orang yang bertaqwa. (QS.Al-Maidah [5]:27).
42

 

 

Maksud ayat di atas ialah “Sesungguhnya Allah 

menyetujui perbuatan orang-orang yang takwa dengan ridha-Nya 

dan membenarkan dengan pahala-Nya.” 

Adapun definisi qabul menurut para fuqaha (ulama ahli 

fiqh) ialah “suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu 

pihak yang menunjukan keridhaanya dan menyetujuinnya, baik 

ungkapan itu keluar dari penjual atau pembeli‟‟. 
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Ucapan pertama disebut ijab karena merupakan dasar 

untuk mengukuhkan kelaziman akad dan sebagai tiangnya 

kelaziman akad, sedangkan ucapak kedua di sebut qabul, karena 

dibngun berdasarkan ucapan pertama dan menunjukan 

keridhaannya. 

Adapun yang berhubunngan dengan syarat-syarat ijab dan 

qabul adalah sebagai beikut. 

a. Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukan 

jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. Seperti 

penjual berkata: “Aku jual bolpoin ini kepadamu seharga Rp. 

20.000,-. “kemudian pembeli menjawab; “Saya beli bolpoin 

ini seharga Rp. 20.000,-“. Apabila antar ijab dan qabul tidak 

sesuai, maka jual beli tidak sah. Zhahiriyah berpendapat tidak 

sahnya akad jual beli kecuali menggunakan kata-kata yang 

khusus seperti kata-kata “saya jual” atau “saya dagangkan” 

(al-bai‟ atau tijarah). Mailikiyah berpendapat sahnya jua beli 

denga sesuatu yang menunjukan keridhaan kedua belah pihak 

baik melalui ucapan atau isyarat.
43

 

b. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua 

belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan 
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topik yang sama, atau antar ijab dan qabul tidak terpisah oleh 

sesuatu yang menunjukan berpalingnya akad menurut 

kebiasaan. 

c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, bak jenis, 

macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang 

diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya. 

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli 

mengerjakan aktivitas lain yangtidak terkait dengan masalah jual 

beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan 

ulama, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian 

bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul, ataua 

antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang 

menunjukan berpalingnya akad menurut kebiasaan. 

Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa antara ijab 

dan qabul boleh saja dipisah oleh waktu yang diperkirakan 

adanya kesempatan bagi pihak pembeli untuk berpikir. Namun 

Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak anatar ijab 

dan qabul disyaratkan tidak terlalu lama, yang dapat 

menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.
44
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Namun seiring dengan perkembangan zaman modern, 

perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diungkapkan melalui 

ucapan, tetapi dilakukan dengan sikap pembeli mengambil 

barang, kemudian menyerahkan uangnya kepada kasir 

sebagaimana yang lazim disaksikan di swalayan. Dalam fiqh 

Islam, praktik semacam ini disebut dengan ba‟i al-mu‟athah 

(masing-masing kedua belah pihak (penjual dan pembeli) 

memberikan sesuatu yang menunjukan adanya saling tukar 

menukar yang dilakukan tanpa ijab dan qabul melalui ucapan, 

tapi melalui tindakan atau adanya ijab tanpa qabul, atau 

sebaliknya). 

4. Macam-Macam Jual Beli 

Adapun macam-macam jual beli. Adalah sebagai berikut 

 Bad‟i fudhuly yaitu akad jual beli tanpa izin, misalnya : suami 

menjual barang milik istrinya tanpa izin atau membeli sesuatu 

tanpa izin. Atau seseorang menjual milik orang lain yang tidak 

berada di tempat atau tidak membeli tanpa izinnya. Aqad 

Fudhuly ini dianggap sah apabila ada izin dari pemilik atau 

walinya. Kalau ada izin maka dianggap sah dan batal bila 

tanpa izin dari pemilik atau wali tersebut. 



62 

 

 Ba‟i Jazaf yaitu jual beli yang tidak diketahui ukurannya 

secara rinci, hanya dengan perkiraan orang yang mengerti 

tentang hl itu. Jual beli ini terkenal di kalangan sahabat Nabi 

pada masa Rasulullah. 

 Ba‟i Ajal (Jual beli kredit) 

 Ba‟i Samsarah (Jual beli melalui makelar)  

 Ba‟i Makruh, jual beli karena paksaan hukumnya tidak sah.  

Jadi jual beli karena paksaan hukumnya tidak sah, kecuali 

kalo paksaan untuk penjualan rumah karena perluasan jalan atau 

perkuburan atau untuk melunasihutangnya, atau nafkah kedua 

orang tuanya.). 

 Ba‟i Mudhtar (jual beli terpaksa) 

Jual beli ini boleh dilakukan, tetapi hukumnya makruh. 

 Ba‟i Taljiah yaitu apabila seseorang khawatir atas hartanya 

dari orang zalim yang akan merampasnya, lalu berpura-pura 

menjualnya maka juak beli seperti itu di anggap sah oleh Abu 

Hanifah dan Syafi‟i jika memenuhi rukun dan syaratnya. 

 Ba‟i Gharar (jual beli yang tidak jelas atau mengandung 

tipuan). 
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 Ba‟i Salam (jual beli pesanan), yaitu pembelian batang yang 

diserahkan di kemudian hari, sedang pembayarannya dilakan 

duluan. Dasar kebolehan transksi jual beli salam. 

 Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal Ba‟i Salam 

adalah sebagai berikut: 

1) Modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai harus 

diketahui jenis,kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal 

mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk 

uang tunai. Para ulama berbeeda pendapat tentang kebolehan 

pembayaran dalam bentuk aeset perdaganngan. Sebagian 

ulama mengaggapnya boleh. 

2) Penerimaan pembayaran salam. Kebanyakan ulama 

mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat 

kontrak, agar pembayaran yang diberkan oleh pembeli tidak 

dijadikan sebagai hutang penjual. Lebih khusus lagi, 

pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan 

hutang yang harus dibayar dari penjual (muslam „alaih). Hal 

ini adalah untuk mencegah prektek riba melalui mekanisme 

salam. 

 Ba‟i al-Murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal 

dengn tambahan keuntugan yang disepakati. Dalam 
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muarabahah penjual harus memberi tahu harga produk 

yang di beli dan menentukan suatu tinglat keuntungan 

sebagai tambahan. 
45

 

 Ba‟i al-Istishna yaitu suatu jenis khusus dari akad ba‟i 

salam. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang 

manufaktur. Dengan demikian kententuin ba‟i al-Istishna 

mengikuti ketentuaan dan aturan ba‟i al-Salam.
46

 

5. Jual Beli Yang Dilarang 

a. Jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan 

rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini 

sebagai berikut :  

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh 

diperjualbelikan.  

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga 

untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan 

khamar (minuman yang memabukkan). 
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Apabila bentuk jual beli yang dilarang karena 

barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu 

Ibu dan air mani (sperma) binatang. 

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalh jual 

beli air susu ibu. Imam Syafi‟I dan Imam Maliki 

membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti 

air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanifah melarangnya, 

alasannya, karena air susu merupakan bagian dari daging 

manusia yang harus diperjualbelikan. 

Bentuk jual beli sebagaimana disebutkan di atas 

dilarang karena mengandung kesamaran.Akan tetapi, boleh 

mengawinkan binatang ternak dengan jalan meminjam 

penjantan tanpa ada keharusan pembayaran.
47

 

 

2) Jual beli yang belum jelas. 

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar 

haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah 

satu pihak, baik penjual, maupun pembeli.Yang dimaksud 

dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, 
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harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidak 

jelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-

samar antara lain : 

a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. 

Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau  teteh 

tua atau masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah 

larangan menjual pohon secara tahunan.  

b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual 

ikan dikolam atau laut, menjual ubi atau singkong yang 

masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam 

kandungan induknya.  
3) Jual beli bersyarat 

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-

syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau 

unsure-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.Contoh jual 

beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul 

si pembeli berkata “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan 

syarat anak gadismu harus menjadi istriku” atau sebaliknya si 

penjual berkata “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal 

anak gadismu menjadi istriku. 
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4) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan 

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan 

kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang 

untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan 

buku-buku bacaan porno.Memperjualbelikan barang-barang 

ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. 

Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka 

hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia 

dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana firman Allah 

dalam surat Al-Maidah ayat-2 : 

Ayat  

...           ... 

“….dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran ...”.
48

 

 

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya 

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan 

penganiaayaan hukuman haram, seperti menjual anak binatang 

yang masih membutuhkan (bergantung) kepada 

induknya.Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan 
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anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap 

anak binatang ini.Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-

tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang 

agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan 

mengandung tipuan. 

6) Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih 

hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang 

masih hijau, mangga masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama 

karena barang ini masih saar, dalam artian mungkin saja buah 

ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh 

pembelinya. 

7) Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. 

Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan 

tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang 

menyentuh berarti telah membeli kain ini, hal ini dilarang 

agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan 

menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. 

8) Jual beli munabazah yaitu jual beli secara lempar-melempar. 

Seperti sesorang berkata : “Lemparkan kepadaku apa yang ada 

padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada 
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padamu,” setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. 

Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak 

ada ijab kabul. 

9) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan 

buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran 

padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) 

sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
49

 

 

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan 

pihak-pihak terkait : 

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar  

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas 

sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli 

barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan. 

 

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau 

pasar 

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai 

ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, 

sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang 
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jauh lebih mudah. Tindakan ini dapat merugikan para 

pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. 

Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu 

kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.Membeli barang dengan 

memborong untuk ditimbun,kemudian akan dijual ketika harga 

naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini 

dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka 

tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih 

standar. 

 

3) Jual beli barang rampasan atau cucian.  

Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu curian atau 

rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan 

dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam dilarang Nabi saw.
50
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